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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
KAB. KENDAL, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI
DUSUN PANDAKSARI RT 02 RW 04 DESA CARUBAN
KEC. RINGINARUM , dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dwi Edi Mulyanto, S.H. dan Eko Setiyo Ary
Wibowo, S.H.l.,;, M.H.l., Advokat yang berkantor di DWI
EDI MULYANTO, SH & PARTNERS yang berkantor dan
beralamat di Ambarawa Kupang Tegal RT 05 RW 04 Kel.
Ambarawa Kab.Semarang dengan domisili elektronik
pada humanismehukum45@gmail.com berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024, sebagai
Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KAB. KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Kendal dengan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 11 Juli 2024,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada hari Kamis 07 September 2023 dihadapan Pejabat KUA
(Kantor Urusan Agama) Kec. Ringinarum, Kab.Kendal sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor :3324181092023004 yang diterbitkan KUA
tersebut tertanggal 07 September 2023, sebelum pernikahan tersebut
Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
menetap (di rumah orang tua Tergugat) di KAB. KENDAL, dan telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum
dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan berjalan satu
bulan masalah mulai muncul dikarenakan banyak sekali orang yang datang
untuk menagih hutang kepada Tergugat yang hutangnya terjadi sebelum
adanya pernikahan, hal tersebut yang menyebabkan timbulnya perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena;
4. Tergugat memiliki usaha bengkel mobil namun tidak pernah memberikan
penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Tergugat memiliki banyak hutang dengan pihak lain sebelum pernikahan
dan hal ini diketahui setelah pernikahan dengan banyaknya orang yang
menagih hutang kepada Tergugat dan dalam hal ini Penggugat diminta
untuk bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya;
6. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut Penggugat merasa
dimanfaatkan karena disamping tidak dinafkahi masih diminta untuk
membayar hutang-hutang Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya orang-orang yang datang untuk menagih hutang
tersebut, Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat terkait
masalah tersebut, karena sebelum pernikahan Tergugat tidak pernah
menyampaikan kepada Penggugat jika mempunyai banyak hutang;
8. Bahwa dengan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat,
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kemudian Tergugat menyampaikan jika mempunyai hutang pada orang lain,
bahkan Tergugat juga menyampaikan bahwa Penggugat saat ini sudah
menjadi istri harus ikut bertanggung jawab terkait masalah hutang Tergugat
dan dari sini mulai muncul percekcokan/ pertengkaran terus menerus;

9. Bahwa dengan masalah yang ada tersebut pada bulan November 2023
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak
tahan dengan perilaku Tergugat sebagaimana posita 3 yang terus menerus
berulang;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Penggugat meninggalkan
rumah (orang tua) Tergugat dan Penggugat tinggal di Dusun Pandaksari RT
02 RW 04 Desa Caruban XxxX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX (rumah orang tua
Penggugat) sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang;

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan bertemu Tergugat serta dibantu oleh pihak
keluarga yang juga memberi nasehat untuk bisa selesai dengan cara
kekeluargaan namun Tergugat tidak merubah sikapnya dan berperilaku
kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat tetap pada prinsip untuk
bercerai;

12. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/ istri berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat
telah memenuhi syarat tersebut karena sudah pisah lebih dari 6 (enam)
bulan;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas,
Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya
dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang
terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :;
PRIMER:;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat

X);

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
SUBSIDER:;
Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Edi
Mulyanto, S.H. dan Eko Setiyo Ary Wibowo, S.H.l.,, M.H.l.,, Advokat yang
berkantor di DWI EDI MULYANTO, SH & PARTNERS yang berkantor dan
beralamat di Ambarawa Kupang Tegal RT 05 RW 04 Kel. Ambarawa
Kab.Semarang dengan domisili elektronik pada humanismehukum45
@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024, setelah
diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa,
asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara
secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang
diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian
Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik
(Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324184204910004 tanggal .....,
yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ringinarum Kabupaten
Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 3324181092023004 tanggal 7
September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. X, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX tempat
tinggal di Pandaksari RT 002 RW 003 Desa Caruban XXXX XXXXXXXXXX
XXXX XXxxxX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September
2023;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan menikah
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Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan karena Tergugat mempunyai usaha bengkel mobil,
tetapi tidak memberi nafkah, Tergugat memiliki banyak hutang
sebelum pernikahan dan banyak yang menagih hutang, serta
Penggugat diminta untuk membayar hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak
November 2023 sudah pisah rumah, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan
keduanya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di Dusun Pandaksari RT 02 RW 04 Desa Caruban
XXXX  XXXXXXXXXX  XXXX XXXXxX, di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan September
2023;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sebulan menikah
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan karena Tergugat mempunyai usaha bengkel mobil,
tetapi tidak memberi nafkah, Tergugat memiliki banyak hutang
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sebelum pernikahan dan banyak yang menagih hutang, serta
Penggugat diminta untuk membayar hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa Setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah
mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat
menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat
dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana
ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959
dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi
persyaratan surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil, karenanya penerima
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kuasa berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara
ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang
merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama (absolute competentie),
sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor:
3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat terbukti
bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, yang merupakan wilayah hukum
Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai
dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili
(relatieve competentie) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan
oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka
Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta Penggugat dan
Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan
semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai
dan bahagia, namun sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak
memberi nafkah yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
kurang lebih 8 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara
sah dan patut untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar
keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun Wakil/
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Kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun Wakil/
Kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut
tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil
yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR
perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR di
atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul

Qur’an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:
Al AYAlh 38 e a1 il LAl ALRA faatla ) el Gk

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia
termasuk orang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya
yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah
dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka
mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat,
Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara
a quo adalah perkara di bidang perkawinan in casu perceraian, akan tetapi
tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jis. 82 Undang-undang Nomor: 7
Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu
diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah
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tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar
Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana
tersebut di atas, mutatis mutandis dianggap tertulis dan terulang kembali dalam
pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh
Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 165
HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud pasal 11
Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan
adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya
sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa
dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat
dalam hal ini telah dicocokan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam
Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti
tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh
Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya
berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan
mengadili Pengadilan Agama Kendal secara relatif (relatieve comptentie);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh
Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya
berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus
didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan suami atau isteri;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pengugat yang dihadirkan di
persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain
itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (in
person) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah
menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR,
sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah
memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan
keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat,
kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan
mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para
saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana
maksud pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi
di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik
dan harmonis, namun sejak September 2023 sudah tidak harmonis, karena

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak memberi nafkah;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan yang

lalu;
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-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai

pasangan suami — istri;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah
nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa
melaksanakan prinsip mu‘aasyaroh bi al-ma’ruf, yang demikian apabila
dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah”,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas,
maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang

berbunyi:

B O danp Shpa AR Jaap gl IS L i ANl e 381 1A S 48l T e

OaLED AWl Y elid

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-
isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara
kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu
menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir *,

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan
mudlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat
dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan
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mudlaratnya sudah nampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung
beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan
Penggugat dan Tergugat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik
diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam

dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Adlh sl llale plbhlg apiaa jidlad e B i 0]

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak,
maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat
dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan
pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud
pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada
Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi
boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa
iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain
sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal
153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7
tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp269000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami Miftahul Huda, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Ma’'sum, S.H., M.H. serta Drs. H.
Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
secara elektronik melalui system e-cout tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Miftahul Huda, S.Ag., M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Ma’sum, S.H., M.H. Drs. H. Mufarikin, SH.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses . Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 24.000,00,-
Biaya Sumpah : Rp  100.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp  269.000,00,-
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